Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

bahwa  pengaturan  Retribusi Pelayanan  Kebersihan/
Persampahan selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2009;

bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
serta sejalan dengan perkembangan keadaan dewasa ini,
maka  pengaturan = Retribusi Pelayanan  Kebersihan/
Persampahan perlu ditinjau kembali untuk diadakan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b,
untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu mengatur
kembali Ketentuan Retribusi Pelayanan  Kebersihan/
Persampahan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049 );

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1Nomor 694);

2



Menetapkan

16.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan
Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84 );

17.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 nomor 77 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
2011 nomor 155 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55 );

20.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 109 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
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. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kuningan.



5. Pelayanan Kebersihan / Persampahan adalah keseluruhan
aktifitas pelayanan kebersihan / persampahan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pemeliharaan
kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah dari
TPS ke TPSA serta pengadaan sarana dan prasarana
kebersihan / persampahan.

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.

7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan  berkesinambungan yang  meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.

8. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum
sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

9. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah
penampungan sampah dari setiap Tempat Pembuangan
Sampah Sementara(TPSS).

10.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang
selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Kebersihan/
Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

11.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah.

12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi.

13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah Surat Ketetapan untuk menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
(1) Dengan nama  Retribusi Pelayanan  Persampahan/
Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan Kebersihan/
Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Obyek retribusi adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan
Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ,
meliputi :

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi
pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir
sampah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum,
taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
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(4) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan
yang mendapatkan  jasa pelayanan Persampahan
/Kebersihan.

(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  ketentuan = peraturan = perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  termasuk
golongan retribusi Jasa Umum.

BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN
SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan diukur berdasarkan volume pengangkutan sampah
, jangka waktu dan frekuensi pelayanan.

Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran
retribusi, dengan mempertimbangkan biaya pelayanan

Persampahan/ Kebersihan, kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan
Persampahan/Kebersihan, wajib membayar retribusi.

(2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengklasifikasian Hotel, Losmen, Penginapan dan sejenisnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat
ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



